PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Menimbang

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 64 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Padjadjaran;

bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam
menetapkan norma dan kebijakan operasional di bidang
keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b
maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas
Padjadjaran tentang pengelolaan keuangan Universitas
Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang
Pendirian Unpad Padjadjaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1422);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500}

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Penetapan Unpad Padjadjaran sebagal Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor =lehg

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Statuta Unpad Padjadjaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5720);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri
Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5699);

7  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
139/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan
Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum,;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Penididikan
Tinggi Nomor 137/M/KP/IV/2015 Pengangkatan Rektor
Unpad Padjadjaran Periode 2015 — 2019;

10.Peraturan Rektor Unpad Padjadjaran Nomor 40 Tahun
2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Unpad

Padjadjaran.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

a.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan tinggi.

Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah
perguruan tinggi negeri badan hukum.

Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ
Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan
kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan

pengelolaan Unpad.

Wakil Rektor adalah wakil rektor yang membidangi urusan keuangan.
Pimpinan Unpad adalah Rektor dan para wakil rektor.

Direktur adalah organ Unpad yang memimpin Direktorat di Lingkungan

Unpad.

Fakultas adalah  himpunan sumber daya pendukung = yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan
profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang
bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan  prograrr

pascasarjana multidisiplin.



Khusus untuk penyusunan anggaran kegiatan dalam rangka kerja sama
dengan pihak luar Unpad dapat mengacu standar tarif dan standar biaya
yang ditetapkan Unpad atau standar tarif dan standar biaya lainnya yang
ditetapkan dalam konteks kerja sama.

Pasal 5
RKAT Unpad diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari
sebelum tahun anggaran dimulai,
RKAT Unpad disahkan oleh MWA paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah tahun anggaran berjalan;
Dalam hal RKAT Unpad yang diajukan belum disahkan oleh MWA,
Rencana Kerja dan anggaran Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat menggunakan RAKT tahun sebelumnya sampai adanya pengesahan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan anggarari
Unpad diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
Bagian Pertama '

RKAT

Pasal 6
RKAT digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang meliputi
penerimaan dan pengeluaran Unpad;
Pengeluaran belanja kegiatan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi Dana tidak tersedia atall
tidak cukup tersedia dalam RKAT,
Pengeluaran belanja sebagaimana ayat (2) mengacu pada standar biaya
yang ditetapkan Unpad,
Khusus pelaksanaan anggaran kegiatan dalam rangka kerja sama dengan
pihak luar Unpad dapat mengacu standar tarif dan standar biaya yarig
ditetapkan Unpad atau standar tarif dan standar biaya lainnya yarg
ditetapkan dalam kontrak kerjasama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai RKAT diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Penerimaan Dana Unpad
Pasal 7

Penerimaan dana Unpad dapat bersumber dari :

a. Anggaran pendapatan dan belanja negara/ daerah; dan

b. Selain anggaran pendapatan dan belanja negara /daerah.

Sumber lain mengenai penerimaan dana Unpad ditetapkan dengan

Keputusan Rektor.

Pasal 8

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berupa Bantuatl
Pendanaan Perguruan T inggi Negeri Badan Hukum yang selanjutrnya
disebut BP PTNBH, dialokasikan dalam APBN setiap tahun anggaran
pada Kementerian Riset, T eknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b. Selain dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negera,
pendanaan penyelenggaraan kegiatan Unpad berasal dari:

1. masyarakat;
2. dunia usaha;



biaya pendidikan;

pengelolaan dana abadji,

usaha Unpad;

kerjasama tridharma perguruan tinggi,

pengelolaan kekayaan Unpad;

pemerintah daerah yang tercantum dalam anggaran pendapatan
belanja daerah masing-masing;

9. instansi pemerintah pusat sesual dengan peraturan perundang-
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undangan; dan/atau
10. pinjaman.
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) puruf b butir 1 sampai

‘dengan 9 merupakan penghasilan Unpad yang dikelola secara otonom

dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 10, berasal

dari pihak ketiga yang harus dibayar kembali dalam waktu tertentu

sesuai perjanjian.

Bantuan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

a digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruar

Tinggi dalam bentuk :

a. Biaya Operasional, digunakan untuk :

1. penyelenggaraan pendidikan;
2. penyelenggaraan riset;
3. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
4. pengelolaan manajemen, mendukung penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi, yang meliputi:
i. kegiatan layanan kemahasiswaan,
ii. kegiatan layanan akademik;
iii. kegiatan layanan beasiswa,
iv. kegiatan operasional dan pemeliharaan;
v. kegilatan administrasi umum; dan
vi. kegiatan kemitraan.

b. Biaya Dosen, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada dosen
non-PNS yang digunakan untuk :

gaji dan tunjangan,;

tunjangan jabatan akademik;

tunjangan profesi;

tunjangan kehormatan;

uang makan dan/atau

honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badan

Hukum sesuai dengan ketentuan perundang—undangan.

c. Biaya Tenaga Kependidikan, merupakan bantuan dana untuk tenaga
kependidikan non PNS yang digunakan untuk:

1. gaji dan tunjangan;
2. uang makan; dan /atau
3. tunjangan kinerja.

d. Biaya Investasi, merupakan bantuan dana yang digunakan untuk
pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan tridharme
perguruan tinggi negeri yang meliputi:

1. gedung dan bangunarn;
2. jalan dan jembatan;

3. irigasi dan jaringan;

4. peralatan dan mesin,;
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5. aset tetap lainnya;
6. aset tidak berwujud, dan/atau

7. aset lainnya.
e. Biaya Pengembangan, merupakan bantuan dana yang digunakan

untuk:

1. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;

2. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga
kependidikan;

3. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam rencana strategis
PTN Badan Hukum; dan/atau
4, pengembangan yang merupakan penugasan dari pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan

Rektor.

Pasal 9
(1) Unpad memungut dan/atau menerima:

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);

b. bantuan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),
baik dalam bentuk bantuan dana maupun barang;

c. dana dari kegiatan usaha yang didirikan dan/atau dimiliki dalam
bentuk badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak
kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah;

d. dana dari pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal dari negara
untuk investasi dan pengembangan Unpad; dan/atau

e. dana program riset yang berasal dari Unpad dan/atau dari pihak lain
sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Unpad.

(2) Ketentuan lebih lanjut hal-hal yang diatur pada ayat (1), diatur dengan

Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana Unpad
Pasal 10
Pengeluaran Unpad dilaksanakan dalam bentuk:
a. Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa; dan/atau
b. Keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 11

(1) Perjanjian/ kontrak untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimane
dimaksud pada Pasal 11 huruf a dilaksanakan berdasarkan Peraturari
Rektor di bidang pengadaan barang dan jasa;

(2) Bentuk perjanjian/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. surat perjanjian kerja;
b. surat perintah kerja (SPK);

surat pesanan;

kuitansi;

bukti pembelian; atau

bukti-bukti lain yang sah.

o Q0

Pasal 12
(1) Perjanjian/ kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibebankan pada
RKAT tahun berjalan dan/atau RKAT tahun berikutnya, sesuai dengan
perjanjian/ kontrak pengadaan barang /jasa;
(2) Pola pendanaan atas perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dapet
dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan RKAT dan/atau sumber lain
berupa hibah atau bantuan dari luar Unpad



Pasal 13
(1) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
(2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. Kantor Pusat Unpad ditetapkan oleh Pimpinan Unpad,; dan
b. Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Dekan.
(3) Penectapan oleh pejabat yang berwenang berupa :
a. keputusan,
b. surat tugas;
c. perjanjian; atau
d. bukti lain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang sah.
(4) Keputusan pejabat yang berwenang dalam penetapan pengeluaran dana
Unpad berupa :
a. pelaksanaan belanja pegawai;
b. pelaksanaan perjalanan dinas;
c. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium
kegiatan;
d. pemberian beasiswa bagi dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa,;
e. pemberian penghargaan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan
mahasiswa;
f.  belanja bantuan sosial lainnya yang disalurkan dalam bentuk uang

kepada penerima bantuan sosial; atau
g. pengeluaran lain yang sah menurut peraturan perundang—undangan.

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengeluaran dana Unpad
ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Bagian Ketiga
Surplus
Pasal 15
(1) Surplus adalah akumulasi selisih lebih antara penerimaan dan
pengeluaran
(2) Surplus dapat digunakan untuk:
a. kegiatan lain pada tahun berjalan; atau
b. kegiatan lain pada tahun berikutnya.
(3) Penggunaan surplus anggaran disetujui oleh Majelis Wali Amanat.
(4) Ketentuan mengenai penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Kekayaan Unpad
Pasal 16
(1) Kekayaan Unpad dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan
Unpad, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Seluruh kekayaan Unpad termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda,
dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unpad;
(3) Kekayaan awal Unpad berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuzli

tanah;
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(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik
negara yang ditatausahakan oleh Menteri;

(5) Tanah yang dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diungkapkan pada neraca
Unpad sesuai dengan standar akuntansi keuangarn;

(6) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
berdasarkan usul yang disampaikan oleh Menteri.

(7) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebaga:
kekayaan awal Unpad diselenggarakan oleh  menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 17
(1) Kekayaan pberupa tanah yang diperoleh Unpad setelah penetaparl
kekayaan awal yang bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik
negara; dan '
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik
daerah.
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh

Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh
gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

(4) Tanah yang diperoleh Unpad di luar yang disebut pada ayat (1) merupaken
kekayaan dan ditatausahakan oleh Unpad.

Pasal 18

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tidak dapat
dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dan Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Unpad setelzh
mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan Urusarl
pemerintahan di bidang keuangan. |

(3) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan oleh Unpad setelah mendapat
persetujuan gubernur, bupati, atau walikota.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimansi
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pendapatan Unpad untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unpad.

(5) Pemanfaatan barang milik negara perupa tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.

(6) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaporkan kepada gubernur, bupati, atau walikota.

Pasal 19
(1) Pemanfaatan tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Unpad selain taneh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dengan persetujuar

MWA.
(2) Tanah yang diperoleh dan dimiliki .oleh Unpad selain tanah sebagaimari

dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dialihkan kepada pihak lair

dengan persetujuan MWA.
(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaill

dalam neraca Unpad.



/ BAB X
/ KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan dan keputusan
yang mengatur tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Unpad
4 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini.

Pasal 25
Peraturan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal 30 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

NO ACHMAD%Q



